Daerah merupakan landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia
Kedua Undang-Undang tersebut juga merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah
berkomitmen melaksanakan pengembangan nasional secara merata dalam semua
tatanan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah memerlukan anggaran yang di daerah dituangkan dalam

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan NKRI memerlukan
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini
dimaksudkan agar pemerintah daerah tidak lagi bergantung kepada pemerintah
pusat dalam hal pembiayaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, setiap
kabupaten/kota dapat mencari terobosan untuk memperbesar penerimaan
daerah, terutama dari pgak daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah
dari sektor pgak dan retribus daerah sebagai unsur Pendapatan Adli Daerah
(PAD). Yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara
langsung dengan menggali potensi dari sektor pajak yang ada, diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk
pungutan oleh negara kepada rakyat, oleh karena itu Pasal 23A UUDNRI Tahun
1945 mengatur bahwa “Pgjak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan ini,
maka setigp pungutan yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.
Kewenangan untuk mengenakan pungutan bukan sekedar sebagai sumber
pendapatan, tetapi sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan diri
sendiri secara mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang bersangkutan

(Bagir Manan, 2001:204).



Undang-undang yang berkenaan langsung dengan ketentuan pajak daerah diatur
bersamaan dengan ketentuan tentang retribusi daerah. Landasan hukum tentang
pajak daerah yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (2) menentukan hak daerah untuk menyelenggarakan
pemungutan pajak, jenis pajak yang dapat di pungut pemerintah kabupaten/kota
terdiri atas:

Paak Hotel;

Pgjak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pgjak Penerangan Jalan;
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Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pagjak Air Tanah;

i. Pgak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
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k. BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan ketatnya persyaratan dan kriteria untuk penetapan jenis pgak baru, maka
daerah harus memiki kreatifitas yang tinggi dan terarah untuk menggali dan
mengembangkan jenis pgak baru. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan penambahan 3
(tiga) jenis paak baru bagi kabupaten/kota, yaitu Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, Pgjak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (yang sebelumnya merupakan pajak pusat).



Berdasarkan undang-undang ini, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang semula merupakan kewenangan pemerintah pusat dialihkan
menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dengan adanya kondisi ini, Kabupaten
Lampung Tengah telah membuat Rancangan Peraturan Daerah pajak baru yaitu
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dipungut di
wilayah Lampung Tengah dengan memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah
ditetapkan. Pgjak BPHTB bersifat pgak bukan Retribus sebagaimana diatur
dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, dengan nama Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Objek dan dasar pengenaan pagak atas tanah dan bangunan tidak bertentangan
dengan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal
85 yang menjadi objek pgak adalah Perolehan Hak Atas Tanah da Bangunan
yang diperoleh sehubungan dengan adanya pelaksanaan kegiatan pemindahan hak
dan hak baru dalam kegiatan perolehan hak atas tanah dan bangunan di wilayah

Lampung Tengah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nila
Perolehan Objek Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 87
besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pgjak ditetapkan paling rendah
sebesar Rp. 60.000.000,00. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah
wasiat yang ditrima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan satu dergjat ke atas atau satu dergat ke bawah dengan

pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pgjak Tidak



Kena Pgjak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.300.000.000,00. Berdasarkan
nilai tersebut potensi pendapatan asli daerah dalam 1 tahun dikalikan dengan tarif
pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam pasal 88

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sebesar 5%.

Bagi wajib pajak, pgak BPHTB ini tidak memberikan dampak ekonomi yang
negative, karena wajib pajak hanya dikenakan paling tinggi 5% dari jumlah Nilai
Perolehan Objek Pgjak. Pengenaan Pgjak memperhatikan aspek keadilan dan
kemampuan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB diatur dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Kabupaten Lampung Tengah. Dalam pemungutan pajak tersebut Bupati
Lampung Tengah akan memberi wewenang kepada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai pelaksana
pemungutan pgjak BPHTB dan Dinas ini dituntut untuk bisa memasukkan dan
meningkatkan pendapatan asli daerah semaksimal mungkin dari pemungutan
pajak BPHTB guna kepentingan pembiyayaan rumah tangga daerah Lampung

Tengah.

Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan itu sendiri
menggunakan sistem self assessment dimana waib pajak diberi kepercayaan untuk
menghitung dan membayar sendiri pgjak yang terutang dengan menggunakan
surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan melaporkannya
tanpa mendasarkan diterbitkanya surat ketetapan pajak.

Ada beberapa jenis Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah yaitu :



a

b.

C.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Surat Setoran Pgjak Daerah (SPPD).

Surat K etetapan Pajak Daerah (SKPD).

Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang (SPPT).

Surat K etetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar (SK PDKB).

Surat K etetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
Surat K etetapan Pajak Daerah Nihil.(SKPDN).

Surat K etetapan Pgjak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

Surat Tagihan Pajak Daerah(STPD)

Jika wajib pajak merasa keberatan dengan surat ketetapan yang diperoleh maka

wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Dan wajib pgak akan mendapatkan

Surat Keputusan Keberatan dan Surat K eputusan Pembetul an.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas mengingat lahirnya kewenangan

kabupaten/kota untuk memungut BPHTB yang semula merupakan pajak pusat.

Maka perlu diteliti secara ilmiah untuk dituangkan dalam bentuk skripsi dengan

judul “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten

Lampung Tengah”



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah

a. Bagaimanakah pengaturan kewenangan hukum Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

b. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan dalam pemungutan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas agar tidak menyimpang dari maksud penulisan,

maka yang menjadi ruang lingkup dalm penelitian ini adalah

a Pengaturan kewenangan hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (dasar pemungutan pagak,objek paak,subjek pajak,wajib
pajak,dasar pengenaan tarif pgak,tata cara pemungutan pgak) di Kabupaten
Lampung Tengah.

b. Pelaksanaan kewenangan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asdli Daerah

Kabupaten Lampung Tengah.



C. Tujuan dan Kegunaan Pen€litian

1. Tujuan Penelitian

a.  Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan hukum Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kewenangan dalam
pemungutan paak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di

Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pendlitian ini adalah

a.  Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran
dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara,
dan sebagai bahan informasi serta bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang
berhubungan dengan perpajakan dan memperdalam pengetahuan khususnya
di bidang hukum pajak.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan tambahan bagi penulis, dan
sebagai tambahan bacaan bagi peminat masalah perpajakan daerah sehingga
dapat dijadikan sebuah referensi, dan dapat menjelaskan tentang pengaturan
hukum pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta
pemungutannya di lapangan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Adli

Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Tengah.



